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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan tentang pertimbangan 

hakim dalam penetapan asal usul anak perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi 

perkara nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara penetapan asal usul 

Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg perspektif Wahbah Az-Zuhaili kurang 

tepat karena dalam memutus perkara asal usul anak hakim mendasarkan 

kepada hukum bukan hukum islam yaitu di dasarkan pada adanya 

pengakuan para pemohon dan dua orang saksi yang dijadikan bukti 

terdapat hubungan darah atau nasab tanpa adanya bukti tes DNA, dan 

menisbahkan anak kepada para pemohon dengan mengkategorikan anak 

luar nikah sebagai “anak biologis” para pemohon atau dalam amar putusan 

Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg disebut “anak” saja, sedangkan menurut 

Wahbah Az-Zuhaili anak luar nikah hasil perzinahan tidak dapat diakui dan 

tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya karena nasab anak zina 

hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. 

2. Pertimbangan Hakim menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010  sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili 

adalah Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hakim telah 

mengenyampingkan hukum islam yang mana menurut Wahbah Az-Zuhaili 

nasab anak zina hanya kepada ibunya saja. Sedangkan hakim lebih memilih 

mendasarkan keputusannya kepada putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 

yang mana seharunya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat 

diterapkan dalam perkara penetapan asal usul anak no 

0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg karena hubungan perdata yang di maksud MK 

adalah hubungan perdata yang tidak berkaitan dengan munakahat islam 

seperti nasab, waris, nafkah, wali nikah. namun hubungan perdata yang 

dimaksud adalah hubungan perdata diluar munakahat islam seperti hak 
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untuk menuntut biaya pendidikan, hak menuntut ganti rugi dll.  

B. Saran 

Dari uraian yang peneliti paparkan di atas maka peneliti dapat 

memberikanosaran sebagai berikut: 

1. Pertama, KepadaoPemerintah diharapkan adanyaopembaruan atau 

revisi Undang-undangoNo. 1 Tahun 1974 TentangoPerkawinan  

berkaitan denganoanak luar nikah, gunaomemperjelas kedudukan 

hukumoanak luar nikah, danopenambahan Pasal yangoberkaitan 

denganipengakuan anak luarinikah untuk memberioperlindungan 

dan kepastianihukum yang adil terhadapistatus anak yangidilahirkan 

diluariperkawinan. 

2. Kedua,oKepada aparat pemerintahiyang terkait dapatilebih berhati-

hati dalamimemberi keterangan, statusidari warga masyarakatiyang 

meminta atauimohon keterangan, terutamaipada anak yang lahiridi 

luar nikah.iDan kepada warga masyarakatodiharapkan berhati-hati 

dalamomengawasi anak-anak baikoanak perempuan maupunoanak 

laki-laki, khususnyaodalam pergaulan yangomengarah kepada 

pergaulanobebas, hubungan badanoyang kemungkinan dapat 

mengakibatkanikehamilan (melahirkanoanak di luar kawin). 

3. Ketiga, Kepada majelis hakim dan pihak yang berwenang untuk 

memutuskan suatu perkara asal usul anak agar lebih berhati-

hatidalam memeriksa dan memutus perkara asal usul anak agar 

putusan yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam.


